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The considerations that underlien this research,is that the government is required to be
independent in handling all funding matters, both for regional development and the
implementation of regional governments. The large amount of funding for the implementation
of autonomy forces local governments to seek alternative sources of regional income by
exploring the potential of region in other to increase local revenue. One of the sources of
regional revenue come from market retribution which is considered potential to increase
local revenue.This study aims to determine the analysis of the management of market charger
in Benai Market, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The theory used in the research
is Hanry Fayol About Management. The research method used was qualitative with 20
informants who came from the traders and market retribution managers. The results of this
study found that the management of market retribution in Benai Market, Benai District,
Kuantan Singingi Regency has not well managed.
Keywords:Management, Market Retribution
Abstract
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Pemerintah dituntut
kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan
daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan
penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber
pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal
dari retribusi pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisi pengelolaan Retribusi pasar di Pasar
Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam
penelitian adalah Henry Fayol Tentang Pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan
adalah Kualitatif dengan 20 Informan yang berasal dari Para Pedagang dan Pengelolah
Retribusi Pasar. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan Retribusi pasar
di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Terkelolah dengan
Baik
Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Pasar
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1. Pendahuluan
Memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta
menguragi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih
meningkatkan PAD. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
Lain- lain PAD yang sah.
Kesejahteraan masyarakat akan tergantung pada pemerintah daerah sejak
adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal
mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dikarenakan pendapatan asli
daerah menjadisalah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari
penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula
kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini
berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan
otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat semakin sedikit atau
mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.
Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi
dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya melalui PAD. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh
pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi Pasar.
Pasar Benai merupakan salah satu desa yang melaksanakan otonomi daerah
dan menjadikan retribusi Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahnya
untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah.
Beberapa sumber PAD, Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting karena setiap tahunnya retribusi pasar mampu memberikan
sumbangan cukup besar bagi pemerintah daerah khususnya pasar Benai.
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Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan badan pengurus
pasar kepada para pengguna fasilitas sarana dan prasarana pasar. Retribusi atas
pelayanan fasilitas pasar tradisional bisa berupa pelataran, kios, lapak dan tariff
pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan). Retribusi pasar yang dikelola
pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pemerintah setempat untuk pedagang.
Retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa
pelayanan pemerintah daerah karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa
pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin
meningkat. Retribusi pelayanan pasar juga digunakan untuk kebutuhan pasar seperti
dana untuk kegiatan operasional maupun non operasional pasar. Hasil dari
pemungutan pasar akan dikelolah dan disetor kepada kas daerah yang nanti dananya
akan di gunakan untuk fasilitas pasar dan pembangunan daerah. Hasil dari
pemungutan tarif retribusi pasar inilah yang di sebut pendapatan asli daerah.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar di
pasar Kecamatan Benai Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk
mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengelolaan retribusi pasar. Kontribusi penelitian bagi pemerintah pusat dan daerah
sebagai referensi dalam rangka memberdayakan pedagang serta memberikan
informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke
topik lain.
2. Tinjauan Pustaka
1. Teori/Konsep Administrasi Negara
Konsep adminitrasi oleh Waldo Iih (dalam Faried Ali 2015:187) adalah kerja
sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan
bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran). Dalam konsep ini kerjasama
manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu terbentuk
karna perimbnagan rasio. Begitu banyak kegiatan terjadi atau kegiatan yang
melibatkan manusia dengan manusia pada suatu kerja sama, tetapi tidak dapat
dikatakan sebagai “ Konsep Administrasi”. Beberapa orang berkumpul disuatu
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tempat karena suatu peristiwa yang menarik misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak
dapat dikatakan administrasi. Ia akan tampak sebagai suatu kerja sama manusia yang
disebut administrasi, bila secara konseptual kaerja sama itu berbentuk karena
pertimbangan rasio.
2. Teori/Konsep Manajemen
Inu Kecana Syafiie (2010: 48) Secara etimologi, management (di Indonesia
diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere
(melakukan), dan setelah digabung menajdi kata manage (bahasa inggris) berarti
mengurus atau menagiere (bahasa latin) yang berarti melatih.
3. Perilaku Organisasi
Menurut Wursanto (2003:81) mempelajari perilaku organisasi berarti
mempelajari perilaku para anggita organisasi, baik secara individu maupun secara
kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan memperlajari bagaimana
organisasi itu berprilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu
berprilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berprilaku berarti
mempelajari perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang
sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda.
4. Teori/Konsep Kebijakan
Carl J Federick ( dalam Leo Agustino2008:7)mendefinisikan kebijakan sebagai
serangkaian tindakan/kegiatan yangdiusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungantertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa
ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan
bagian yang penting dari definisi kebijakan,karena bagaimanapun kebijakan harus
menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam
beberapa kegiatan pada suatu masalah.
5. Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
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Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan program
kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:
1. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan,promosi,dan
pemberhentian.
2. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa
yang akan datang.
3. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan
perusahaan pada khususnya
4. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh
5. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian produktivitas karyawan.
6. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
7. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.
6. Teori/Konsep Birokrasi
Birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada
hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain, birokrasi adakah cara
bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang
banyak liku-likunya.
7. Teori/Konsep Good Governance
Good GovernanceMenurut Koiman (2009:273),governancemerupakan
serangkaian proses interaksisosial politik antara pemerintah dengan masyarakat
dalam berbagai bidang yangberkaitan dengan kepentingan masyarakat dan
intervensipemerintahataskepentingan-kepentingan tersebut.Governancemerupakan
mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga
Negaramengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-
perbedaan mereka serta menggunakanhak dan kewajiban legal mereka
8. Teori/Konsep Pajak Daerah.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
PajakDaerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “PajakDaerah
yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.
9. Teori/Konsep Retribusi Daerah
Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah,
pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1
angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
10. Teori/Konsep Retribusi Pasar
Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan
fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi
retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los,
retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir.
3. Metodelogi Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor
(dalam Moleong 2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari
suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.
Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu
dan mengarahklan jalannya suatu peenlitian. Adapun batasan peneliti yang menjadi
fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian,
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yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar
Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan beberapa Indikator.
Penelitian ini dilakukan di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi. Adapun peneliti memilih lokasi di Pasar Benai Kecematan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi tersebut memiliki Retribusi Pasar yang
bergerak aktif dalam peningkatan PAD dan mengatasi perekonomian masyarakat
serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpilan data
dilakukan dengan cara :Wawancara, Observasi, dam Dokumentasi
Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91), Kegiatan analisis terdiri
tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan/verifikasi dan Triangulasi.
4. Pembahasan Hasil Penelitian
Jumlah informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebanyak 20
informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan
informasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari Camat Benai, Lurah, Pengelolah
Retribusi Pasar, dan Masyarakat/Pedagang,.
Berdasarkan indikator tentang manajemen pelaksanaan retribusi pasar maka
penulis menggunakan empat variabel untuk mengetahui hasil analisis pengelolaan
retribusi pasar di pasar Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Empat variabel tersebut
adalah Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Kepemimpinan
(Learning or Actuiting) dan Pengendalian (Controlling), dimana peneliti menjadikan
indikator ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian
Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar, maka dibawah ini akan dipaparkan hasil
penelitian yang akan menjelaskan Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar
Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari penjelasan
hasil penelitian tiap- tiap Indikator dibawah ini.
Dilihat dari semua item penilain untuk melihat Analisis pengelolaan retribusi
pasar , maka sesuai dengan indikator Pengelolaan Retribusi Menurut Sunho (dalam
117
Alsar) Empat variabel tersebut adalah perencanaan (Planning), Pengorganisasian
(Organizing), kepemimpinan (Actuating) dan Pengeawasan (Controling) menunjukan
Analisis pengelolaan retribusi pasar tidak terkelolah dengan baik, dengan beberapa
kendala diantaranya pemerintah harus merencakan pengelolaan retribusi dengan baik
supaya pasar menjadi lebih nyaman. Karena sejauh ini pemerintah belum
mempergunakan dana retribusi dengan baik, pengelolaan retribusi pasar belum
tercipta dengan baik karna masih adanya keterlambatan dari pengelolah retribusi
pasar dalam menanganinya. Sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan
menyebabkan para pedagang kurang nyaman. Padahal para pedagang sudah
membayar ongkos retribusi dengan rutin tetapi mereka merasa tidak ada feedback
dari pembayaran tersebut, struktur pengorganisasian di pasar benai yang kurang
bagus, tetapi terlepas dari itu semua para pedagang berharap yang terlibat
pengelolaan retribusi pasar ini bisa bekerja dengan serius dan efektif, para pengelolah
pasar tidak menggunakan dana dari retribusi pasar dengan efektif, dan mereka
menduga adanya penggelapan dana dari retribusi pasar, hal ini terbukti dengan tidak
adanya pembangunan di pasar Benai yang berjalan dengan baik. Dan para pengelolah
pasar tidak mengerjakan tugasnya dengan efektif mereka kurang peduli dengan
pengeelolaan retribusi pasar, Pemerintah belum mengimplementasikan dana retribusi
dengan baik karena menurut pedagang dana yang masuk tidak sama dengan dana
yang mereka keluarkan untuk membangun fasilitas di pasar, hal ini menyebabkan
banyaknya para pedagang yang mengeluh atas kejadian ini, karena menurut mereka
pemerintah tidak konsisten dalam mengelolah retribusi pasar, mereka merasa
pemerintah kurang peduli terhadap pengelolaan retribusi pasar, pemerintah dan
pengelolah pasar mewajibkan para pedagang untuk membayar retribusi pasar
sehingga para pedagang harus mematuhi aturan tersebut supaya bisa berjualan
dipasarbenai tersebut, Sebagi gantinya nanti dan dari retribusi pasar tersebut akan
dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas di pasar itu, Harus ada transparansi
pemakaian dana ini, supaya pedagang tidak merasa dana tersebut tidak di pergunakan
dengan baik oleh pemerintah.
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Dan dari jawaban hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti mendapat
jawaban dari setiap item penilaian dari setiap indikator yang ada, Dan peneliti dapat
menyimpulkan mengenai Analisis pengelolaan retribusi pasar di pasar benai belum
tercipta dengan baik dapat dilihat berikut ini:
5.3.1 Untuk jawaban atas indikator pertama yaitu Perencanaan (Planning) adalah
adalah pemerintah memang harus merencanakan pengelolaan retribusi pasar
dengan serius, sejauh ini memang pengelolaan retribusi pasar belum tercipta
dengan baik karna masih adanya keterlambatan dari pengelolah retribusi pasar
dalam menanganinya. Sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan
menyebabkan para pedagang kurang nyaman. Padahal para pedagang sudah
membayar ongkos retribusi dengan rutin tetapi mereka merasa tidak ada
feedback dari pembayaran tersebut . Menurut peneliti pemerintah memang
harus lebih serius dalam mengelolah retribusi pasar bukan hanya rencana tapi
juga harus cepat tanggap dalam hal ini, sehingga pedagang bisa lebih tenang
dan tidak merasa dibohongi atas pembayaran retribusi tersebut.
5.3.2 Untuk jawaban indikator kedua yaitu Pengorganisasian (Organizing) adalah
struktur pengorganisasian di pasar benai belum maksimal dan para anggota
nya belum bekerja dengan efektif sehingga pengelolaan pasar terhambat,
bahkan para pedagang ada yang tidak mengetahui bagaimana struktur
pengorganisasian di pasar benai . Kualitas sumberdaya manusia yang ada di
pasar benai ini menurut saya sudah memenuhi standar untuk bisa menjadi
pembuat kebijakan kebijakan yang baik. Sedangkan kinerja para pengelolah
retribusi pasar di pasar ini menurut saya belum efektif karena mereka tidak
bekerja dengan sepenuh hati sehingga banyak hal yang menghambat
pengelolaan retribusi pasar, juga di dalamnya juga terdapat penggelapan dana
paara pengelolah pasar yang juga menghambat pengelolaan retribusi par untuk
kedepannya diharapakan para pengelolah retribusi pasar lebih efektif dalam
bekerja.
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5.3.3 Untuk Jawaban Indikator ketiga yaitu Kepemimpinan (Actuiting) adalah
karakter pemerintah atau implementor sebuah program adalah hal terpenting
dalam keberhasilan sebuah program. Disini saya menemukan karakter
pemimpin atau pelaksana sebuah program yang kurang baik sehingga
menyebabkan program tersebut tidak terlaksana. Sebenarnya jika para
pelaksana program ini menyadari akan tugasnya dan memiliki tanggung
terhadap pekerjaan mereka pasti pengelolaan retribusi pasar ini bisa teraksana
dengan baik.
5.3.4 Untuk Jawaban indikator keempat yaitu Pengawasan (Controling) adalah Para
pedagang mengatakan bahwa semuanya perlu ditingkatka dari kinerja para
pengelolah pasar sampai pemakaian dana yang harus ditransparansi supaya
para pedagang bisa lebih percaya kepada pemerintah dan para pedagang lebih
nyaman dalam berdagang.
Kesimpulan dari Analisis Pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Benai melalui
wawancara dan observasi yang peneliti lakukan melalui empat indikator diatas
didapatkan hasilnya bahwa pengelolaan Retribusi Pasar belum terkelolah dengan baik.
Hasil tersebut peneliti dapatkan dari hasil analisis peneliti melalui wawancara peneliti
dengan Para Pedagang, Pengelolah pasar dan Camat Benai.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai
Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai, maka peneliti mengambil
kesimpulan, bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi belum terkelolah dengan baik.
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